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ABSTRAK 
 
Ayu Amalia, “Analisis Yuridis Putusan Perceraian Yang Tidak 
Disertai Ikrar Talak” , dibimbing oleh Bapak H. Mustafa Bola, selaku 
pembimbing I dan Bapak Achmad, selaku pembimbing II.  
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum putusan yang tidak 
dilanjutkan dengan ikrar talak serta alasan dan sebab tidak mengucapkan 
ikrar talak di hadapan persidangan.  
 
Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Pengadilan Agama 
Makassar dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar guna 
mendapatkan data. Tempat-tempat tersebut penulis pilih dikarenakan 
tersedianya banyak literatur dan data yang penulis butuhkan untuk 
menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik data primer yang penulis dapat 
dengan cara wawancara kepada hakim, karyawan Pengadilan Agama 
Makassar, dosen dan data sekunder berupa buku dan dokumen lainnya 
terkait dengan judul skripsi ini. 
 
Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan mengenai akibat hukum 
putusan cerai yang tidak dilanjutkan dengan pengucapkan ikrar talak 
adalah putusan tersebut menurut hakim tidak pernah ada atau hubungan 
perkawinan antara suami dan isteri tersebut dianggap utuh dan Majelis 
Hakim akan membuatkan Penetapan yang amarnya pada pokoknya 
berbunyi : “Hak suami untuk mengikrarkan talak dinyatakan gugur dan 
ikatan perkawinan secara hukum dinyatakan tetap kembali utuh seperti 
semula”, artinya perceraian yang menurut hukum dianggap tidak pernah 
terjadi. Alasan dan sebab tidak mengucapkan ikrar talak, yaitu : (1) 
Biasanya suami dan isteri tersebut rujuk kembali setelah putusan 
Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang memungkinkan suami dan/atau 
pemohon untuk dibukakan sidang untuk penyaksian pengucapan ikrar 
talak dan ternyata suami isteri tersebut telah rujuk kembali, (2) Dalam 
proses persidangan, isteri atau termohon mengajukan gugatan balik 
(rekonvensi) berupa berbagai tuntutan terhadap suami atau pemohon, dan 
ternyata semua dan/atau sebagian dari gugatan balik tersebut dikabulkan, 
namun dalam waktu 6 (enam) bulan dan ternyata pihak suami dan/atau 
termohon tidak mampu untuk memenuhinya, maka terkadang suami 
dan/atau pemohon tidak datang lagi untuk menghadiri sidang penyaksian 
ikrar talak, (3) pengucapan ikrar talak tidak di izinkan kepada pihak suami 
atau pemohon jika ternyata fakta yang ditemukan suami atau pemohon 
berpindah dari agama islam (murtad) yang mana pihak suami atau 
pemohon tidak memungkinkan untuk diberikan izin kepada orang yang 
tidak beragama Islam untuk mengucapkan ikrar talak karena awal dari 
pengucapan Ikrar Talak adalah „Basmalah‟ sementara orang yang tidak 
beragam islam tidak dapat mengucapkan „Basmalah‟. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang 
Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam realita 
kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga 
dapat ditegakkan dan dibina sesuai agama dan tata kehidupan 
masyarakat.1  
Perkawinan disyari‟atkan agar suami dan isteri bersama-sama 
mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung. Menikmati kasih 
sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam rumah tangga 
yang aman dan damai. Sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT dalam 
firman-Nya : 
      
   
     
      
     
 
Wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan 
litaskunuu ilayhaa waja’ala baynakum mawaddatan 
warahmatan inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin 
yatafakkaruuna. 
 
Yang artinya : 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. 
Ar-Rum : 21).  
                                                         
1
   Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, 
Jakarta, Halaman 1 
2 
 Ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan 
maka manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam 
rumah tangga. Dalam perkawinan tersebut Islam menghendaki dan 
memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan yang suci 
dan mulia. 
Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 
bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan ialah sebagai 
Negara yang berdasarkan pancasila di mana sila yang pertamanya ialah 
ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan 
yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan 
saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga 
mempunyai peranan yang penting.2 
Dari pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 diatas, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan 
adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah 
mawaddah warrahma, bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang 
Maha Esa. Seperti dalam Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
telah menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakina, mawaddah, dan rahmah.3 Yang artinya 
                                                         
2
   Mohd. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 
Halaman 2 
3
   Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
3 
mewujudkan keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, dan 
selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang. 
Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia 
inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun 
perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai 
kebahagiaan di dunia dan akhirat.  Akan tetapi dalam mengarungi bahtera 
rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan 
kesejahteraan,  tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh 
banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali 
sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan runmah tangga, 
dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiaannya yang telah dijalin 
kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak 
keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika 
terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok 
serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat 
menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. 
Jadi meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan 
tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya 
permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi 
yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya 
perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki 
agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar 
kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan 
kehidupan berumah tangga.  
4 
 Sudah menjadi kewajiban setiap suami dan isteri untuk tetap 
memelihara hubungan baik antara keduanya. Selain melaksanakan 
kewajiban masing-masing sebagai suami isteri berdasarkan atas dasar 
saling mencintai, menyayangi, menolong, menghargai, lapang dada dan 
ikhlas. Dengan demikian mereka dapat menjalin kehidupan berumah 
tangga dengan bahagia seperti yang telah di dambakan oleh setiap suami 
dan isteri.  Keduanya harus saling bekerja sama dalam menjalani 
kehidupan berumah tangga. Saling memaafkan kesalahan dan kekhilafan 
satu sama lain.  
Tetapi jika segala usaha telah dilakukan dan tidak mendapatkan 
hasil yang diinginkan maka jalan keluar satu-satunya adalah berpisah. 
Supaya percekcokkan tidak berjalan terus-menerus dan tidak ada lagi 
yang menderita bathin atau merasa tertekan dan sebagainya dalam 
menjalankan kehidupan berumah tangga sebagai sepasang suami isteri. 
Karena masing-masing telah memiliki visi misi yang berbeda sehingga 
tidak dapat lagi tercipta tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat 
pada Pasal 3 Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: „Perkawinan 
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan warrahmah‟. 
Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal 
seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-
sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walapun 
dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat 
dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak 
terjadi pertengkaran dalam berrumah tangga. 
5 
Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa “Perbuatan halal yang 
dibenci Allah ialah Thalaq”. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut jelas 
sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan 
perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan 
selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik melalui 
mediator maupun melalui hakam dari kedua belah pihak yaitu dari suami 
dan isteri maupun dalam langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh 
Al‟quran, Al‟Hadist, dan Perundang-undangan. 
Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami dan isteri yang 
karena sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain yang 
mengakibatkan hubungan mereka  tidak lagi memungkinkan tercapainya 
tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan 
tetapi bila keadaan suami dan isteri menemui jalan buntu untuk 
mendapatkan solusi dalam memperbaiki hubungan yang tidak harmonis 
antara suami dan isteri, maka memutuskan hubungan suami dan isteri 
atau hubungan perkawinan dengan perceraian menjadi hal yang wajib 
dilakukan oleh setiap pasangan suami dan isteri.  
Timbulnya perselisihan antara suami dan isteri tidak hanya 
dikarenakan oleh pihak suami ataupun isteri akan tetapi dikarenakan oleh 
sikap egois masing-masing suami dan isteri. Oleh karena itu, perceraian 
dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dan dengan hukum 
perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan di dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975. 
6 
Di dalam Undang-undang telah ditentukan tata Cara perceraian 
yang dapat ditempuh oleh suami dan isteri yang ingin bercerai adalah 
dengan cara yaitu melalui cerai gugat dan cerai talak.  
Cerai gugat adalah perceraian dimana pihak yang mengajukan atau 
pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri sebagaimana 
yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
yang berbunyi: “Gugatn perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya 
pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat 
tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediamannya tanpa 
izin”. Gugatan perceraian ini dapat diterima apabila tergugat menyatakan 
atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman 
bersama (Pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).   
Sedangkan, cerai talak dapat kita liaht dalam Pasal 114 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Putusan perkawinan yang disebabkan 
karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan 
perceraian”. Yang dimaksud dengan talak menurut Pasal 117 Kompilasi 
Hukum Islam adalah “Ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang 
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Ini juga diatur dalam 
Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Seorang suami yang 
akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik 
lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan yang 
mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar 
diadakan sidang untuk keperluan itu”.  
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Jadi talak yang diakui secara hukum Negara adalah talak yang 
dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Dengan 
demikian, dari penjelasan cerai karena gugatan dan atau cerai talak 
sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 
telah diuraikan di atas bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah 
secara hukum apabila dilakukan melalui proses sidang di Pengadila 
Agama. 
 Jadi Salah satu syarat tersebut adalah pengucapan ikrar talak di 
depan persidangan sebagai tanda lisan bahwa salah satu pihak telah 
teguh pendiriannya dan niatnya untuk mengakhiri hubungan 
perkawinannya. Namun, bagaimana jika putusan perceraian yang 
dikeluarkan tanpa adanya ikrar talak. Apakah ini adalah sebuah 
pengecualian hukum? Apakah ini adalah sebuah upaya ijtihad hakim? 
Apakah ini sah menurut Kompilasi Hukum Islam  (KHI) atau setidak-
tidaknya sah menurut hukum Islam? Oleh karena itu, penulis memutuskan 
untuk mengangkat judul “Analisis Yuridis Ikrar Talak”.  Sebagaimana 
pentingnya sebuah ikrar dalam memutuskan perceraian yang ada. 
 
B. Rumusan masalah 
 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapatlah 
dirumuskan dua pokok masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana akibat hukum putusan yang tidak dilanjutkan dengan  
pengucapan ikrar talak 
2. Alasan suami tidak mengucapkan Ikrar Talak 
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C. Tujuan penelitian 
 Berdasar dari rumusan masalah diatas dapatlah pula memberikan 
tujuan penelitian sebagai berikut : 
6. Untuk mengetahui akibat hukum putusan yang tidak dilanjutkan 
dengan pengucapan ikrar talak 
7. Untuk mengetahui alasan dan sebab seseorang tidak 
mengucapkan ikrar talak 
 
D. Manfaat penelitian  
Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 
maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan diantaranya : 
1. Diharapkan dapat jadikan sebagai sumbangan referensi bagi para 
praktisi, peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum; 
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu 
hukum bagi penulis 
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 
sarjana program (S1) dalam bidang hukum 
 
9 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kompetensi Pengadilan Agama 
 Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 
(UUKK) menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi dalam 
menjalankan tugas bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan 
adalah bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.4 
 Kemandirian peradilan meliputi lembaga/Institusi Pengadilan dan 
Hakim dalam pengertian bahwa lembaga peradilan bebas dari campur 
tangan, tekanan, pengaruh dari kekuasaan Negara lainnya, sedangkan 
bagi hakim bebas dari pengaruh siapapun dan apapun. Pemberian 
kebebasan kepada hakim ini berdasarkan pada pemikiran, 
pemahamannya sendiri, meliputi tahapan konstatering peristiwa/kejadian, 
kualifikasi peristiwa dan kejadian ke dalam aturan hukum serta pada saat 
ia memutuskan, menetapkan suatu keadilan.  
 Kewenangan Peradilan Agama dapat disimak dari Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan 
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. 
                                                         
4
  Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.. Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Makassar, Arus 
Timur, 2012. Hal. 16 
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 Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, 
memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang 
beragama Islam mengenai perkara tertentu 
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan 
oleh : 
a. Pengadilan Agama  
b. Pengadilan Tinggi Agama 
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Agama berpuncak pada 
Mahkamah Agung sabagai Pengadilan Negara Tertinggi. 
Peradilan Syariah Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam 
merupakan Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama 
sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, 
dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum 
sepanjang kewenangannya menyangkut Peradilan Umum. 
Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasnnya :  
a. Hukum Keluarga  
1. Izin Poligami 
2. Izin kawin, Dispensasi kawin dan wali adhal  
3. Penolakan Perkawinan  
4. Pencegahan Perkawinan 
5. Pembatalan Perkawinan 
6. Pengesahan perkawinan/ Itsbat Nikah 
7. Perkawinan Campuran 
8. Cerai Talak 
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9. Cerai Gugat 
10. Harta Bersama 
11. Talak Khuluk 
12. Syiqaq 
13. Li‟an 
14. Asal-usul anak 
15. Pemeliharaan dan nafkah anak 
16. Perwalian 
17. Pengangkatan anak 
b. Hukum kewarisan 
c. Wasiat dan hibah 
d. Wakaf 
e. Ekonomi syariah 
f. Zakat, Infaq, dan Shadaqah 
g. Sengketa kewenangan mengadili 
h. Itsbat Rukyatul Hilal 
Pada prinsipnya Peradilan Agama menganut asas personalitas 
yaitu hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam atau badan 
hukum yang pemiliknya beragam Islam. Namun kemudian terjadi 
perluasan pemahaman tentang pengertian „antara orang-orang yang 
beragama Islam‟ yaitu termasuk orang atau badan hukum Islam.  
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B. Pengertian perceraian 
Perceraian menurut bahas Indonesia berasal dari kata dasar cerai, 
dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai 
antara suami dan isteri, perpecahan, menceraikan. Secara umum 
perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya 
hubungan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan 
dan ada cukup alasan bahwa di antara suami isteri tidak dapat hidup 
rukun lagi sebagai suami isteri5. 
Dalam istilah Fiqih berarti pelepasan ikatan pernikahan, yakni 
perceraian antara suami dan isteri6. Ada banyak pakar yang 
mendefinisikan perceraian, salah satunya adalah Syaikh Muhammad bin 
Shalih Al-Utsaimin yang mendefinisikan talak sebagai pemutusan ikatan 
pernihakan melalui ucapan, tulisan, atau isyarat7. Istilah lain dari talak 
adalah „Furqah‟ yang berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari 
berkumpul. Perkataan Talak dan Furqan mempunyai pengertian umum 
dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian 
yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan 
dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. 
Dalam Islam, perceraian merupakan salah satu perbuatan yang dibenci 
oleh Allah da Rasul-Nya. Karena itu, saat dalam rumah tangga ada 
persoalan yang melanda, Al-Quran mengajarkan kita untuk melakukan 
                                                         
5 
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1982:, hal. 12 
6  
Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis 2, Bandung,2008, Hal.181
 
7
  Butsainah As-Sayyid. Al-Iraqi, Menyingkap Tabir Perceraian, Jakarta, Pustaka La-
Sofya, 2005, hal.202  
13 
upaya antisipasi agar perceraian tidak terjadi, yaitu dalam suarat An-Nisa 
Ayat 34:  
     
      
     
     
     
    
     
       
     
Artinya: 
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehati 
mereka dan pisahkanlah mereka I tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar (Q.S. An-
Nisa:34).” 
 
Dan ayat 128: 
     
     
      
     
      
       
Artinya: 
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 
acuh dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya 
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian 
itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 
tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik 
dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh). Maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”(Q.S. An-Nisa: 128).  
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 Jika segala bentuk antisipasi atau pencegahan sudah dilakukan 
dan tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan untuk mempertahankan 
kerukunan dan keharmonisan rumah tangga, dengan kata lain 
perceraiana merupakan jalan terakhir, maka ketentuan yang berlaku ada 
di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229: 
     
       
     
        
       
      
       
     
     
 
Artinya: 
“Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma‟ruf atau atau menceraikan dengan cara yang 
baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang 
tidak kamu berikan kepada mereka., kecuali keduanya khawatir 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir 
bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran 
yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Iyulah hukum-
hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa 
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang 
yang zalim”. (Q.S.Al-Baqarah (2) ayat 229).  
 
 Dalam hadis perceraian juga dijelaskan sebagai masalah yang 
harus diantisipasi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : 
“Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk 
cerai tanpa ada alasan apa-apa, maka haram atas dia baunya 
surga”. (H.R. Turmudzi dan Ibnu Ma‟jah)”. 
  
Namun Allah dengan kebijaksanaan dan keluasan ilmu-Nya 
menjelaskan pula bahwa dalam pernikahan pasti banyak menemui 
permasalahan dalam berbagai faktor. Yang ditakutkan jika masalah yang 
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timbul saat menjalani rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan 
mendatangkan akibat yang membahayakan baik suami maupun isteri, 
atau bahkan anak-anak mereka. Itulah sebabnya Allah menghalalkan 
talak sebagai pintu darurat untuk digunakan ketika ada lagi harapan untuk 
memperbaiki dan meneruskan pernikahan setelah memenuhi berbagai 
persayaratan menurut Islam8. 
Bukan hanya itu, pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan juga mengatur tentang putusnya perkawinan, bunyi 
pasal tersebut :9 
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah 
Pengadilan yang bersangkuta berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. 
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai 
suami dan isteri. 
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam 
peraturan perundangan tersendiri. 
 
C.  Alasan perceraian  
Ada beberapa alasan orang melakukan perceraian yang bisa di 
temui dalam melaksanakan perceraian. Perceraian memang sesuatu yang 
dibenci oleh Allah. Hanya saja, jalan ini merupakan salah satu hal yang 
                                                         
8
 Ibid, hal.183 
9
 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
16 
harus ditempuh untuk menjadi sebuah solusi bagi mereka yang tidak ada 
kecocokan lagi dalam berumah tangga. 
Alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan menjadi 
landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai 
gugat yang tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
dan Pasal 116 KHI.10 
Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan 
bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 
dan isteri”. Sedangkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau isteri 
untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan. Alasan-
alasan itu adalah sebagai berikut : 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sh 
atau karena hal lain di luar kemampuannya 
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) 
tahun atau hukuman yang leih berat setelah perkawinan 
berlangsung 
                                                         
10
 Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.Hum., dkk.,  Hukum Perceraian, Jakarta, Sinar 
Grafika, 2013, hal. 175 
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4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain 
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau enyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami isteri 
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga 
7. Suami melanggar Ta‟lik Talak 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 
ketidakrukunan dalam rumah tangga 
Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia juga menjelaskan 
tentang alasan perceraian sebagai berikut : 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lainya sebagainya yang sukar disembuhkan 
2. Salah satu  pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang 
sah atau karena hal lain diluar kemampuannya 
3. Salah satu pihak mendapatan hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak yang lain 
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5. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihandan 
pertengkaran an tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga 
Alasan-alasan diatas merupakan hal-hal yang menjadi 
pertimbangan Majelis Hakim apakah layak putusan cerai tersebut di 
jatuhkan atau tidak. Alasan-alasan tersebut berikutnya akan diperiksa 
apakah benar ada alat bukti yang mendukung baik itu alat bukti surat, 
saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah 
Adapun Alasan-alasan yang dapat diajukan ketika ingin 
mengajukan permohonan cerai talak:  
1. Permohonan cerai talak karena isteri melalaikan kewajibannya. 
Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
Pasal 34 ayat (3) ada dijelaskan, jika isteri melalaikan 
kewajiban, suami dapat mengajukan gugatan kepada 
pengadilan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam 
seperti yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (5) ada dinyatakan, jika 
suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing 
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama  
2. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri berbuat zina atau 
pemadat. Berkenaan dengan masalah ini dimuat dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a 
yang berbunyi, “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi 
pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan. Senada dengan alasan diatas maka Kompilasi 
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Hukum Islam (HKI) juga menegaskan seperti terdapat pada 
Pasal 116 huruf a yang berbunyi, : “Perceraian dapat terjadi 
karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang tidak dapat 
disembuhkan. 
3.  Permohonan cerai talak dengan alasan isteri meninggalkan 
suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa 
alasan yang sah. Alasan ini dimuat pada PP Nomor 9 Tahun 
1975 Pasal 19 huruf b yang menyatakan „salah satu pihak 
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena 
hal lain diluar kemampuannya. Sedangkan dalam Kompilas 
Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b berbunyi. „Salah satu 
pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal ini diluar kemampuannya. 
4. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri mendapat 
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Alasan ini 
dijelaskna pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf c yang 
berbunyi, „salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung‟.  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 
huruf c dijelaskna „salah satu pihak mendapatkan hukuman 
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penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 
perkawinan berlangsung. 
5. Permohonan cerai talak dengan alasan suami atau isteri 
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 
Pasal 19 huruf d dijelaskan, „Salah satu pihak melakukan 
kekejaman ataupun penganiayaan berat yang membahayakan 
pihak lain. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 
16 huruf a juga dijelaskan, „Salah satu pihak melakukan 
kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak 
lain. 
6. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri mendapatkan 
cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 
menjalankan kewajiban sebagai isteri. Hal ini dimuat dalam PP 
Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf e yang bunyinya, „Salah 
satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Dalam 
KHI pasal 116 huruf e dinyatakan, „Salah satu pihak mendapat 
cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 
menjalankan kewajiban sebagai suami isteri‟. 
7. Permohonan cerai talak dengan alasan terus-menerus terjadi 
perselisihan dan pertengkaran. Berkenaan dengan alasan ini 
dijelaskan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yang 
berbunyi, „Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi 
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perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 
hidup rukun lagi dalam tangga‟. Selanjutnya Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 116 huruf f juga menjelaskan, „Antara suami dan 
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga‟. 
8. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri murtad. Dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h dengan tegas 
dinyatakan, „Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 
terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 
9. Permohonan cerai talak dengan alasan syiqaq. Dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 
76 dijelaskan , „Apabila gugatan perceraian didasarkan atas 
alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian 
harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari 
keluarga atau orang-orang yang dekat suami isteri. Pada ayat 2 
dinyatakan „Pengadilan setelah mendengar saksi tentang sifat 
persengketaan antara suami isteri dapat menggangkat seorang 
atau lebih dari keluarga atau lebih dari keluarga masing-masing 
pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. 
10. Permohonan cerai talak dengan alasan Li‟an. Alasan ini dapat 
ditemukan dalam pasal 87 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, „Apabila 
permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah 
satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau 
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penggugat tidak dapat  melengkapi bukti –bukti dan termohon 
atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim 
berpendapat bahwa permohonan atau gugatan bukan tidak 
pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak 
mungkin diperoleh baik dari pemohon atau pengugat maupun 
dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya 
dapat menyuruh pemohon atau pengugat untuk bersumpah. 
 
D.  Bentuk-bentuk perceraian  
 Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya 
perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-
alasan hukum perceraian dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat 
yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 yang ditelaskan sebagai 
berikut:11 
1.  Talak 
Talak berarti lepas dan bebas. Talak adalah Ikrar suami di hadapan 
sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan (Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam).  
2. Syiqaq 
Soemiyati menjelaskan bahwa Syiqaq itu berarti prselisihan atau 
menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan dua 
orang dari pihak isteri. Pengangkatan hakam kalau terjadi syiqaq ini 
merujuk pada Al-Quran Surah An-Nissa ayat 35, yang artinya : “dan jika 
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kamau khawatir ada persengketaan antara kedua suami isteri, maka 
utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakan dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri 
itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”. 
Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama 
bertugas untuk mendamaikan suami isteri itu. Hanya dalam keadaan 
terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami 
isteri itu tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan 
menceraikan suami isteri tersebut.  
3.  Khulu  
 Dalam istilah hukum dalam beberapa kitab fikih khulu diartikan 
dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, 
menggunakan ucapan talak atau khulu. Khulu merupakan satu bentuk dari 
putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya 
perkawinan itu, dalam khulu terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau 
iwadh. 12 
4. Fasakh 
 Secara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Apabila 
dihubungkan dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan 
atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminologis fasakh 
bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama 
berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan 
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Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum 
pernikahan. 13 
 
5.   Fashisyah  
 Fashisah menurut Al-Quran surah An-Nisa (4): 15 ialah perempuan 
yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan 
keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan 
sejenisnya. Apabilah terjadi peristiwa yang sama itu, maka suami dapat 
bertindak mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil yang 
memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, 
maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui 
ajalnya.14 
6. Ta‟lik Talak 
 Menurut  Sudarsono adalah suatu penggantungan terjadinya 
jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang 
telah dibuat sebelumnya antara suami isteri. Dalam kenyataan, hubungan 
suami isteri menjadi putus berdasarkan ta‟lik talak dengan adanya 
beberapa syarat, yaitu pertama, berkenaan dengan adanya peristiwa di 
mana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang 
diperjanjikan. Misalnya : pernyataan suami bahwa jika ia meninggalkan 
isteri selama 6 bulan dengan tiada kabar dan tidak mengirimkan nafkah 
lahir dan batin atau suami berjanji bahwa ia tidak akan memukul isteri lagi. 
Kedua, menyangkut masalah ketidakrelaan isteri. Apabila suami ternyata 
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tetap melakukan pemukulan kepada isteri, maka isteri tidak rela. Ketiga, 
apabila isteri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang 
berwenang menangani masalah ini, yang dalam hal ini Kantor Urusan 
Agama. Keempat, isteri membayar „iwadl melalui pejabat yang berwenang 
sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami 
terhadapnya. 
7. Ila‟ 
 Ila‟ berasal dari bahas Arab, yang secara arti kata berarti “tidak 
mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”. Dalam 
artian definitive terdapat beberapa rumusan yang hampir atau berdekatan 
maksudnya. Definisi yang sepakat untuk mengartkan ila‟ adalah 
sebagaiman yang terdapat dalam Syarh Minhaj al-Thalibin karya Jalal al-
Dien al-Mahally (IV:8), yang berarti “sumpah suami untuk tidak menggauli 
isterinya”.15 
8.  Zhihar  
 Lafazh zhihar diambil dari kata zhahr (punggung). Hal ini 
dikarenakan apabila salah seorang kaum jahiliah menzhihar isterinya, 
maka ia berkta kepadanya, “kamu seperti punggung ibuku”. Kemudian, 
lafazh zhihar digunakan untuk seluruh anggota tubuh yang secara qiyas 
menunjukkan kepada punggung. Zhihar di masa jahiliah sama dengan 
cerai, lalu Allah memberi keringanan bagi umat ini dan menetapkan 
kafarat didalamnya. Allah tidak menetapkannya sebagai cerai, 
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sebgaimana yang mereka yakini di masa jahiliah.16 Di kalangan bangsa 
Arab pada zaman jahiliah terdapat kebiasaan suami menyebutkan talak 
kepada isterinya dengan mengatakan : “Engkau terhadapku seperti 
punggung ibuku”. Menyamakan isteri dengan punggung ibu berarti 
memandang isteri sebagai mahram yang tidak halal dikawini. Suami yang 
mengatakan demikian kepada isterinya berarti ia menceraikannya.17 
9.  Li‟an 
 Perkawinan dapat putus karena li‟an. Li‟an diambil dari kata la‟n 
(melaknat). Karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia 
menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. 
Perkara ini disebut li‟an, ilti‟an (melaknat diri sendiri) dan mula‟anah 
(saling melaknat). Li‟an diambil dari firman Allah SWT : “Dan (sumpah) 
yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, juka dia termasuk orang-orang 
yang berdusta”. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa li‟an adalah 
lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata laa-„a-na, yang 
secara harfiah berarti  „saling melaknat‟. Cara ini disebut dalam term li‟an, 
karena dalam prosesinya tersebut kata „laknat‟ tersebut. Di antara definisi 
yang representatif, yang mudah dipahami adalah „sumpah suami yang 
menuduh isteriya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu 
mendatangkan empat orang saksi‟.18 
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10. Murtad (Riddah) 
 Menurut Mohd. Idris Ramulyo, apabila salah seorang dari suami 
dan isteri keluar dari agama Islam atau murtad. Maka putuslah hubungan 
perkawinan mereka. Dasar hukumny dapat diambil i‟tibar dari Al-Quran 
Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikahi baik laki-laki dengan 
wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama 
Islam. Di samping itu, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 pun dapat 
digunakan, karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, yaitu Al-Quranul Kharim. Akan tetapi, adakalanya lembaga 
murtad ini sering disalahgunakan, karena ingin mempermudah perceraian 
salah satu pihak menyatakan dirinya murtad. 19   
 
E.  Putusnya perkawinan  
 Ada 3 (tiga) macam putusnya perkawinan menurut Pasal 38 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 
inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu 
karena : 
1. Putusnya hubungan perkawinan akibat kematian. 
Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya 
perkawinan yang disebabkan salah satu pihak suami dan/atau isteri 
meninggal dunia 
2. Putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian 
Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat terjadi karena 2 
(dua) hal yaitu : 
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a. Cerai Talak  
Talak adalah Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama 
yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum 
Islam (KHI).20 
Talak Menurut bahasa adalah melepas, Kata ath-thalaq (        ) 
secara makna bahasa adalah isim mashdar kata thallaqa (     ), dan suatu 
isim mashdar menyamai mashdhar dari sisi makna tetapi berbeda dari 
segi huruf-hurufnya. Makna kata ini diambil dari kata al-ithlaq (        ) yang 
artinya melepas. Hal itu karena pernikahan adalah ikatan (akad), apabila 
istri ditalak, lepaslah ikatan (akad) tersebut. 
Talak Menurut Istilah Syariah adalah melepaskan ikatan 
perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri 
dalam waktu tertentu atau selamanya. Menurut Ulama mazhab Hanafi dan 
Hanbali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan 
secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. 
Menurut mazhab Syafi‟i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal 
talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah 
suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan 
suami istri.  
Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Talak adalah ikrar 
suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab 
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putusnya perkawinan. Cerai talak dari suami dapat di uraikan mengenai 
tata cara cerai talak dari suami yang diatur sebagai berikut : 21 
1. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon 
untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya 
2. Cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah riddah (keluar dari 
agama Islam), produk putusannya bukan memberikan izin kepada 
suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh 
Pengadilan Agama dalam bentuk putusan 
3. Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai 
talak agar dipedomani Pasal 66 s/d Pasal 72 Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2005 serta Pasal 14 s/d Pasal 36 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
4. Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang 
pembuktian, isteri dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah 
anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut‟ah, sedangkan harta 
bersama dan hadlanah sebaiknya diajukan dalam perkara tersendiri 
5. Selama proses pemeriksaan cerai talak, suami dalam 
permohonannya dapat mengajukan permohonan provisi, demikian 
juga isteri dalam gugatan rekonvensinya dapat mengajukan 
permohonan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam pasal 24 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
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6. Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban 
nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak 
terbukti nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut‟ah ( Pasal 41 huruf 
c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf c 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan 
Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
7. Dalam pemeriksaan cerai talak, pengadilan agama sedapat 
mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas 
dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan 
untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, 
mut‟ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah 
8. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksaan 
putusan, penetapan mut‟ah sebaiknya berupa benda bukan uang, 
misalkan rumah atau tanah atau benda lainnya, agar tidak 
menyulitkan dalam eksekusi. Atau mut‟ah wajib diberikan oleh 
bekas suami dengan syarat belum ditetapkan ahar bagi isteri ba‟da 
dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mut‟ah 
disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158, 
160 KHI) 
9. Untuk keseragaman putusan cerai talak berbunyi : “Memberikan 
izin kepada pemohon (nama………bin………) untuk menjatuhkan 
talaj satu raj‟I terhadap termohon (nama……..binti……..) di depan 
sidang Pengadilan Agama……..” 
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10. Untuk menhindari terjadinya talak bid‟I, Pengadilan Agama 
sebaiknya menunda sidang ikrar talak, apabila si isteri dalam 
keadaan haid, kecuali bila isteri rela dijatuhi talak 
11. Untuk keserangaman amar putusan cerai talak yang dijatuhkan 
oleh suami yang riddah (keluar dari agama Islam) sebagaimana 
tersebut dalam angka 2 diatas yang berbunyi : “Menjatuhkan talak 
satu bain shughra pemohon (nama……..bin……..) terhadap 
(nama………binti……..)” 
Di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) telah di dijelaskan berbagai 
jenis talak diantaranya sebagai berikut : 22 
a. Pasal 118, Talak Raj‟I adalah talak kesatu atau kedua, dimana 
suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.  
Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-
Baqarah:228 dan 229 : 
   
       
       
      
     
      
    
     
   
 
Artinya: 
“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali guru‟. Tidaklah boleh mereka menyembunyikan apa yang 
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah 
dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa 
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menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah” (Al-
Baqarah : 228) 
 
     
       
     
        
       
      
       
     
     
Artinya: 
“Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma‟ruf atau atau menceraikan dengan cara yang 
baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang 
tidak kamu berikan kepada mereka., kecuali keduanya khawatir 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir 
bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran 
yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Iyulah hukum-
hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa 
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang 
yang zalim”. (Q.S.Al-Baqarah (2) ayat 229).  
 
b. Pasal 119 ayat (1) Talak Ba‟in Shughrea adalah talak yang tidak 
boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminnya 
meskipun dalam masa iddah, ayat (2) Talak Ba‟in Shughrea 
sebagaimana dalam ayat (1) yaitu talak yang terjadi qbla al dukhul, 
talak dengan tebusan atau khuluk, talak yang dijatuhkan oleh 
Pengadilan Agama.  
Ketentuan ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Ahzab 33:49 
sebagai berikut : 
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Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan-perempuan yang beriman,kemudian kamu ceraikan 
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak 
wajib atas mereka „iddah bagimu yang kamu minta 
menyempurnakannya maka berilah mereka mut‟ah dan 
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.  
  
c. Pasal 120, Talak Ba‟in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk 
ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat 
dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan 
setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian 
terjadi perceraian ba‟da al dukhul dan habis masa iddahnya.  
Imam Muslim dalam Sahih Muslim mengemukakan 7 (tujuh) jalur 
hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Salah satu di antaranya 
riwayat dari Aisyah ra yang mengatakan :  
“Seorang laki-laki mencerai isterinya tiga kali kemudian kawin 
dengan laki-laki dan menceraikannya sebelum ia menggaulinya. 
Maka bekas suaminya yang pertama menghendaki untuk 
menikahinya. Ia menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW 
dan beliau menjawab : „Jangan, sehingga suami kedua mencicipi 
madunya (menggaulinya) seperti yang dirasakan oleh (suami) yang 
pertama (Riwayat Muslim)”. 
 
d. Pasal 121, Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak 
yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak 
dicampuri dalam waktu suci tersebut.  
e. Pasal 122, Talak bid‟I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang 
dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam 
keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut  
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Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya 
permohonan talak dari suami (Pemohon), adalah mantan suami, 
berdasarkan Pasal 149 KHI : 
a. Memberikan mut`ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas 
isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri 
tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri) 
b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) 
kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah 
dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil : 
1) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh 
apabila qobla al dukhul 
2) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-
anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun 
 Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perceraian karena talak sah 
terjadi apabila: 
a. Dilakukan di depan sidang pengadilan agama (setelah Pengadilan 
Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-
istri); 
b. Disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam 
Pasal 116 KHI jo. Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 
c. Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mengizinkan suami 
mengucapkan ikrar talak dan putusan tersebut mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap/inkracht van gewijsde 
d. Suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama 
(dalam tempo maksimal 6 bulan sejak putusan izin ikrar talak 
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berkekuatan hukum tetap). 
Dengan demikian, ikrar talak yang dilakukan/diucapkan Pemohon, 
meskipun belum dipenuhi mut‟ah dan nafkah iddahnya oleh Pemohon 
kepada Termohon, sepanjang dilakukan/diucapkan di depan sidang 
Pengadilan Agama, adalah sah. Di dalam praktik, sebelum diucapkan ikrar 
talak, si suami (Pemohon) biasanya diminta oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Agama untuk memberikan mut‟ah dan nafkah iddah yang 
telah ditetapkan kepada calon mantan istri pada saat sebelum 
persidangan pengucapan ikrar talak. Ada pula Pemohon yang menitipkan 
mut‟ah dan nafkah iddah tersebut kepada Pengadilan Agama (konsinyasi), 
yang mana Termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak, dapat 
mengambilnya di Pengadilan Agama tersebut. 
Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka 
perceraian itu sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 
(setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan suami-istri), dengan disertai alasan-alasan perceraian 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut 
di atas. Lebih lanjut, perceraian antara suami istri dianggap terjadi beserta 
akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkracht van gewijsde 
(Pasal 146 ayat (2) KHI). Khusus bagi perceraian karena talak, perceraian 
tersebut terjadi setelah  suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang 
Pengadilan Agama. 
Hukum pemberian talak menurut taklifi (pembebanan) yaitu :  
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1. Talak hukumnya menjadi Wajib, apabila dalam hubungan 
berumah tangga, pasanngan suami dan isteri sering bertikai. 
Kemudian seorang hakim mengutus 2 (dua) juru damai dari 
kedua belah pihak untuk mendamaikan keadaan keduanya. 
Namun, setelah juru damai melihat keadaan keduanya, mereka 
berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi 
keduanya. Maka, ketika itu suami wajib menceraikan isterinya. 
Dan keadaan ini hampir sama seperti seorang suami yang 
menjatuhkan iilaa‟ ketika dia tidak ingin rujuk dengan isterinya 
setelah masa „iddah isterinya habis. Demikian menurut 
pendapat banyak ulama.  
2. Talak hukumnya menjadi mustahab (dianjurkan), manakala 
seorang isteri melalaikan hak-hak Allah seperti shalat, sahum, 
dan yang semisalnya. Sementara suami tidak memiliki 
kemampuan lagi untuk memaksanya atau memperbaiki 
keadaannya. Talak seperti ini juga dapat dilakukan manakala 
isteri tidak bisa menjaga kehormatannya. 
3. Talak hukumnya menjadi mubah (diperbolehkan), ketika 
perceraian itu sendiri dibutuhkan. Misalnya suami mendapati 
akhlak isterinya buruk, sehingga suami merasa dipersulit 
olehnya. Hal ini berkaitan dengan sikap nusyuz (kedurhakaan) 
seorang isteri terhadap suami. 
4. Talak hukumnya menjadi makruh, ketika tidak ada alasan kuat 
untuk menjatuhkan talak karena hubungan keduanya harmonis. 
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Sebagaimana diriwayatkan dari „Amr bin Dinar radhiyallahu 
„anhu, ia berkata, “ibnu „umar menceraikan isterinya, kemudian 
isterinya berkata, „apakah kamu elihat sesutau yang kamu benci 
dariku?‟tidak, jawabnya. Ia berkata, „lalu kenapa kau mentalak 
seorang muslimah yang menjaga kehormatannya?‟, Amr bin 
Dinar berkata, „akhirnya beliau rujuk kembali dengannya.  
5. Talak hukumnya menjadi haram, manakala seorang suami 
mentalak isterinya dalam keadaan haidh atau dalam keadaan 
suci setelah menggaulinya. Dan ini dinamakan talak bid‟ah/talak 
bid‟I. 
b. Cerai Gugat  
Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan 
karena adanya gugatan dari salah satu pihak suami dan/atau isteri, 
khususnya pada isteri ke Pengadilan.  
  Cerai gugat memiliki ketetapan yang telah diberlakukan sebagai 
berikut :23 
1) Cerai gugat diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon 
agar pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat 
dengan tergugat 
2) Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat 
agar dipedomani Pasal Pasal 73 s/d Pasal 86 Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 
2009 serta Pasal 14 s/d Pasal 36 Peraturan pemerintah Nomor 
                                                         
23
 Ibid, 176-178 
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9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan 
3) Gugatan nafkah anak, nafkah isteri, mut‟ah dan nafkah iddah 
dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan 
gugatan hadlanah dan harta bersama suami isteri sebaiknya 
diajukan terpisah dalam perkara lain 
4) Dalam perkara cerai gugat, isteri dalam gugatannya dapat 
mengajukan gugatan provisi, begtiu pula suami yang 
mengajukan rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi 
tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
5) Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan 
kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya 
tidak terbukti telah berbuat nusyux (ex Pasal 41 huruf c 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) 
6) Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama sedapat 
mungkin berupaya untuk tidak mengetahui jenis pekerjaan dan 
pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui 
perkiraan pendpatan rata-rata perbulan, untuk dijadikan dasar 
pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiah, nafkah 
iddah, dan nafkah anak 
7) Cerai gugat alasannya taklik talak harus dibuat sejak awal 
bahwa perkara tersebut perkara gugat cerai atas alasan taklik 
talak, agar selaras dengan format laporan perkara 
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8) Dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan 
diputuskan verstek, Pengadilan harus melakukan sidang 
pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian 
yang didalilkan mengenai kebenaran adanya perceraian yang 
didalilkan oleh penggugat 
9) Untuk keseragaman, amar putusan cerai gugat, kecuali cerai 
gugat atas alasan taklik talak dan khuluk berbunyi : 
“menjatuhkan talak satu ba‟in shughra tergugat 
(nama……..bin……..) terhadap penggugat 
(nama…….binti……..)”. 
10) Amar putusan cerai gugat atas dasar alasan pelanggaran taklik 
talak berbunyi : “Menetepkan jatuh talak satu khuI‟I tergugat 
(nama……..bin……..) terhadap penggugat 
(nama……..binti……..) dengan iwadh sebesar  
Rp………(…….tulis dengan huruf)”. 
3. Putusnya hubungan perkawinan akibat adanya putusan 
pengadilan 
Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, misalnya adanya pembatalan 
perkawinan yang sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 
Undang-undang perkawinan.  
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 Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
telah menegaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para 
pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.24 
 Dalam mengemukakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, 
kompilasi telah sistematis daripada Undang-undang perkawinan. Pasal 70 
dan 71 mengatur masalah ini, sementara dalam Undang-undang 
perkawinan, diatur dalam Pasal 22,24,26. Pasal 23 mengatur tentang 
pihak yang dapat mengajukan  pembatalan perkawinan dan Pasal 25 
tentang tempat di mana pembatalan tersebut diajukan. 
 Macam-macam perkawinan yang dapat dibatalkan, dapat 
dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan dalam Pasal sebagai berikut : 
Pasal 24 : 
 “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan 
salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya 
perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, 
dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 
Undang-undang ini” 
 
Pasal 26 : 
(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat 
perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, 
atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang 
saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga 
dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan 
suami isteri  
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan 
alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah 
hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat 
memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat 
yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui 
supaya sah.  
                                                         
24
 Ibid hal 145 
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Dalam sistematika yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
juga mengaturnya : 
Pasal 70, perkawinan batal apabila : 
1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak 
melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang 
isteri, sekalipun salah satu dari tempat isterinya itu dalam iddah 
talak raj‟i 
2. Seorang menikahi bekas isterinya yang telah dili‟annya 
3. Seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali 
talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah 
denga pria lain yang kemudian bercerai lagi ba‟da dukhul 
dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba‟da dukhul dari 
pria tersebut dan telah habis masa iddahnya 
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai 
hubungan darah, semenda dan sesususan sampai derajat 
tertebtu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : 
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawa 
atau ke atas 
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping 
yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang 
tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya 
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
ibu atau ayah tiri 
d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak 
sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman 
sesusuan 
5. Isteri  adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau 
kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya. 
 
Pasal 71, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : 
1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan 
Agama 
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui maih 
menjadi isteri pria lain yang mafsud (hilang tidak diketahui 
beritanya) 
3. Perempuan yang dikawini ternayat masih dalam iddah dari 
suami lain 
4. Perkawinan yang melanggar bats umur perkawinan 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh 
wali yang tidak berhak 
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6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan 
 
Pasal 27 Undang-undang perkawinan : 
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di 
bawah ancaman yang melanggar hukum 
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau 
isteri. 
 
F. Tata Cara Cerai Talak  
Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang perkawinan 
untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat 
dilakukan didepan sidang  pengadilan, setelah pengadilan yang 
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak (UUP Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI). 
Tata cara dan prosedurnya Cerai Talak (Permohonan) : 
Pasal 66 ayat (1) Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan agama (UUP) menyatakan : 
(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan 
menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada 
pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan 
ikrar talak. 
 
Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan 
beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan. 
 Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut 
agam Islam, yang akan akan menceraikan isterinya, mengajukan surat 
kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan 
bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasa-
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alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk 
keperluan itu. 
 Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat 
mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal 
pemohon. Sementara dalam Undang-undang peradilan Agama, 
mengubah atau memperbaharuinya tempat mengajukan permohonan 
adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau 
dalam bahasa kompilasi tempat tinggal isteri. Sedangkan, masalah tempat 
pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4), 
dan (5) UUPA menjelaskan. 
(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon meliputi 
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang 
ditentukan bersama tanpa izin pemohon 
(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, 
permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon 
(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar 
negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 
dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta Pusat 
(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, 
dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama –sama 
dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak 
diucapkan 
 
Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus 
mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam permenag RI 
Nomor 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, 
untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada isteri.  
Selain itu ayat (5) diatas memberikan peluang diajukannya 
kumukasi Objektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam 
44 
mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya 
sekaligus tuntas semua. Mengenai muatan dari permohonan tersebu, 
Pasal 67 UUPA menyatakan : 
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas 
memuat : 
a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan 
termohon yaitu isteri 
b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. (Pasal 19 PP 
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI) 
Terhadap permohonan ini, pengadilan Agama dapat mengabulkan 
atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut 
dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Pasal  
ini lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif.  
Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 
Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989  menyebutkan : 
a. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis 
Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga pulu) hari setelah berkas 
atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepanitraan 
b.  Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang 
tertutup 
 
Dalam rumusan Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan :  
Pengadilan yang bersangkutan mempelajari  isi surat yang 
dimaksudkan Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari memanggil pengiriman surat dan juga isterinya 
untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan maksud perceraian (Pasal 131 KHI ayat (1)).] 
 
 Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum 
persidangan berlangsung dimulai, setiap persidangan tidak tertutup 
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kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya 
persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali 
persidangan. Pasal 28 ayat (3) dan (4) permenang menjelaskan : 
Pengadilan Agama setelah mendapatpenjelasan tentang maksud 
talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat 
meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan 
Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami isteri 
dinasehati untuk hidup rukun lahi dalam rumah tangga. 
 
Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa 
kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat 
adanya alas an untuk talak maka diadakan sidang untuk 
menyaksikan talak tersebut. 
 
Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 Undang-undang 
Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989   sebagaimana dirinci dalam Pasal 
16 Nomor 9 Tahun 1975 :    
(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak 
tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alas an 
perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan 
tersebut dikabulkan. 
(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1), isteri dapat mengajukan banding. 
(3) Setelah penetapan tersebut kekuatan hokum tetap, pengadilan 
menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan 
memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri 
sidang tersebut. 
(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberikan kuasa 
khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapakn ikrar 
talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau 
kuasanya. 
(5) Jika isteri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut 
tetapi tidak dating menghadap sendiri atau tidak mengirim 
wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar 
talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya. 
(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak 
ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang 
menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun 
telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah 
kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat 
diajukan lagi berdasarkan alas an yang sama. 
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Dan ikatan perkawinan mereka tetap utuh. (Pasal 131 ayat (2), (3), 
dan (4)). Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 : 
Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan 
perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan 
membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. 
Surat keteranga itu dikirimkan kepada Pengawas Pencatat di 
tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatab perceraian.  
 
 Isi Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut kemudian dirincikan 
dalam Pasal 131 ayat (5) KHI : 
Setelah sidang penyaksian ikrar talk, pengadilan Agama membuat 
penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan 
bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta 
surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang 
mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai 
kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, 
dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama. 
 
Dalam Pasal 71 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 
1989  menjelaskan : 
(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang 
ikrar Talak 
(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa 
perkawinan putus sejak ikrar talak di ucapkan dan penetaan 
tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi 
 
E. Tata Cara Pengucapan Ikrar Talak  
1. Menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak 
Pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi putusan cerai talak 
dan Pasal 70 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, pelaksanaan 
pengucapan ikrar talak, baru dapat dijalankan setelah putusan 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindak lanjut yang mengikuti hal ini, 
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pengadilan menetapkan hari sidik (PHS Ikrar Talak) yang khusus untuk 
menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon (suami). 
Sidang penyaksian ikrar talak segera dilaksanakan beberapa saat 
setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuannya selain 
memenuhi tuntutan asas  setelah putusan memperoleh kekuatan hukum 
tetap. Tujuannya selain memenuhi tuntutan asas peradilan yang 
sederhana dan cepat, sekaligus memberikan kepastian kepada suami 
isteri untuk menempuh jalan kehidupan baru. Terutama kepada pihak 
isteri sangat penting artinya, agar tidak berada dalam “Kalmu‟allaqah” 
yakni dalam keadaan terombang-ambing yang diberkelamaan. Hal ini 
sangat tidak dikehendaki ajaran Islam seperti yang diperingatkan dalam 
surat al-Nisa ayat 129. Oleh karena itu sangat diharapkan sikap ketua 
pengadilan Agama untuk secepat mungkin menetapkan hari sidang 
penyaksian ikrar talak yang sesaat setelah putusan memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
2. Sidang penyaksian Ikrar talak dihadiri pemohon dan termohon 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4), Undang-undang 
Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989  menyatakan sidang penyaksian 
ikrar talak dihadiri oleh pihak pemohon. Ini berarti suami isteri hadir dalam 
persidangan. Cumin, kehadiran mereka menurut Undang-undang tidak 
mesti secara peribadi atau in-person. Baik suami maupun isteri dapat 
diwakili oleh kuasa. Dengan demikian Undang-undang memberikan 
kemungkinan bagi seorang kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. 
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 Akan tetapi agar seorang kuasa mempunyai kualitas untuk 
mengucapkan ikrar talak, harus berdasarkan kuasa khusus yang 
berbentuk “otentik” di dalam surat kuasa khusus tersebut harus dengan 
tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk “mengucapkan ikrar 
talak”. Jadi selain bentuk surat kuasa khusus otentik, redaksionalnya juga 
harus secara tegas memberikan syarat formil keabsahan kuasa. Salah 
satu unsur tidak dipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang 
mengucapkan ikrar talak.   
 Sebaliknya kuasa yang mewakili isteri cukup didasarkan atas surat 
kuasa khusus biasa, dan tidak mesti berbentuk otentik. Dengan surat 
kuasa khusus biasa, kuasa sudah sah mewakili kepentingan hukum isteri 
dalam sidang penyaksian ikrar talak. Hal ini perlu ditegaskan, agar pihak 
pejabat pengadilan tidak bersikap berlebih-lebihan memberi pihak isteri 
dalam pembuatan surat kuasa. Oleh karena Undang-undang sendiri 
membolehkan dengan bentuk surat khusus dibawah tangan biarkan hal itu 
jika demikian yang diinginkan dan dimampui isteri. 
3. Pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran isteri 
Pada perinsipnya, sidang penyaksian ikrar talak dihadiri oleh isteri 
seperti dalam Pasal 70 ayat (5) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 
7 Tahun 1989 yang menyatakan, memberikan kemungkinan sidang 
penyaksian ikrar talak dapat dilangsungkan di luar hadirnya isteri apabila 
dia tidak datang sendiri atau wakilnya, meskipun dia teah di panggil 
secara patut dan resmi dalam kasus yang seperti itu, hal ini tidak perlu 
menunda sidang. Langsung saja pengucapan ikrar talak. Dan apabila 
tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia (ghaib), maka 
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dalam persidangan penyaksian ikrar talak termohon tidak perlu dipanggil 
lagi. 
Ketentuan ini dapat dianggap realistic, sebab kalau sidang 
penyaksian ikrar talak digantungkan secara mutlak atas kehadiran isteri, 
bisa terhambat penegakkan hukum dan kepastian hukum. Jika perceriana 
itu tidak dikehendaki isteri, dapat digagalkannya pengucapan ikrar talak, 
sekiranya kehadiran isteri dapat dijadikan syarat mutlak. Oleh karena itu 
apabila secara factual pemanggilan isteri sudah dilakukan secara sah dan 
patut, ketidakhadirannya tidak menghalangi sidang penyaksian ikrar talak, 
dan pengucapan ikrar talak „sah dan berharga‟. 
4. Berita acara dan penetapan sidang ikrar talak 
 Sidang Pengadilan penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi. 
Selain persidangan dihadiri oleh suami isteri atau kuasa mereka juga 
harus dihadiri oleh hakim dan panitera. Bahkan bertitik tolak secara 
sistematik dan analogis dari ketentuan Pasal 68 ayat (1), sidang 
penyaksian ikrar talak dilakukan oleh Majelis Hakim. 
 Fungis panitera / panitera pengganti dalam sidang Pengadilan 
penyaksian ikrar talak, membuat berita acara sidang. Panitera mencatat 
segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan seperti layaknya 
pembuatan berita acara dalam pemeriksaan perkara. Kemudian berita 
acara tersebut ditanda tangani Hakim ketua Majelis dan Panitera agar 
berita acara resmi dan otentik 
 Fungsi hakim dalam sidang, selain dari menyaksikan pengucapan 
ikrar talak, juga membuat „penetapan‟ penyaksian ikrar talak. Tentang isi 
penetapan sidang penyaksian ikrar talak telah digariskan dalam Pasal 71 
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ayat (2) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang 
menegaskan bahwa amar yang harus dicantumkan dalam penetapan 
berbunyi „menyatakan perkawinan putus terhitung sejak hari ini dan 
tanggal ikrar talak diucapkan. 
 
 
5. Hal yang menggugurkan kekuatan putusan ikrar talak 
 Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 
Tahun 1989 memuat ketentuan tentang hal yang menggugurkan kekuatan 
mengikat putusan cerai talak. Apabila hal yang ditentukan dalam Pasal 
tersebut tidak dipenuhi suami, dengan sendirinya menurut hukum, gugur 
kekuatan putusan cerai talak. Dengan gugurnya kekuatan putusan, 
perceraian dianggap tidak pernah terjadi, dan ikatan perkawinan dianggap 
tetap ada dan utuh. 
 Hal yang menggugurkan kekuatan putusan cerai talak 
digantungkan pada faktor ketidakhadiran suami dalam melaksanakan 
pengucapan ikrar talak pada hari sidang yang telah ditentukan, 
dihubungkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Jika Pengadilan 
Agama telah menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, suami atau 
wakilnya tidak datang dan hal itu sudah berlangsung 6 (enam) bulan, 
dengan sendirinya menurut hukum gugur kekuatan hukum putusan cerai 
talak. Putusan itu tidak mempunyai daya mengikat lagi kepada suami isteri 
dan juga tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan mereka. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh 
penulis dalam penyusunan proposal ini, maka lokasi penelitian dilakukan 
di Pengadilan Agama Makassar. Penulis memilih lokasi ini agar dapat 
melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dan 
khususnya kepada beberapa hakim yang menangani perkara perceraian, 
sehubungan dengan judul yang skripsi yang penulis angkat. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini, 
dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber 
data melalui wawancara atau Tanya jawab dengan narasumber. 
Narasumbernya yaitu pengawai pengadilan agama dan Majelis 
Hakim yang terlibat langsung dalam berbagai kasus di 
Pengadilan Agama Makassar yang terkait dengan judul skripsi 
ini 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian, serta dapat digunakan 
untuk kepentingan ilmiah misalnya putusan hakim. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan mempunyai 
ketekaitan dengan masalah yang di teliti, maka penulis melakukan teknik 
pengumpulan data melalui 2 cara yaitu : 
1. Penelitian pustaka, yaitu penelitian yang yang dilakukan untuk 
memperoleh data dengan cara menelaah buku-buku, Al‟quran, 
Undang-undang, dan berbagai media yang ada hubungannya 
dengan penulisan skripsi 
2. Penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan langsung di 
lokasi penelitian melalui wawancara dengan instansi Pengadilan 
Agama dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan objek 
penelitian. 
 
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. 
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Akibat Hukum Putusan Yang Tidak Dilanjutkan Dengan 
Pengucapan Ikrar Talak  
 Putusnya Perkawinan antara seorang laki-laki yang statusnya 
adalah suami dengan seorang perempuan yang statusnya adalah isteri, 
dapat terjadi dalam beberapa bentuk yaitu putus karena perceraian dan 
putus karena salah satu pihak suami atau isteri tersebut meninggal dunia. 
 Menurut hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Muh. Ridwan 
Latief, S.H.,M.H. sebagai hakim di Pengadilan Agama Makassar bahwa di 
dalam Pengadilan Agama dikenal 2 (dua) jenis mengenai penyebab 
putusnya perkawinan yaitu: 
1. Putus karena gugatan cerai, dalam hal ini gugatan cerai 
diajukan oleh seorang isteri terhadap suaminya dengan alasan-
alasan tertentu yang telah di atur dalam Undang-undang 
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
2. Putus karena talak yaitu permohonan izin suami untuk 
mengikrarkan talak kepada isterinya dengan alasan-alasan 
tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Selanjutnya, mengenai produk Pengadilan dalam konteks 
perceraian, dalam hal ini produk pengadilan agama Makassar membagi 3 
(tiga), yaitu : 
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1. Penetapan, dalam hal ini perkara akan dicabut dengan 
alasan telah rukun kembali atau telah berdamai. Inilah yang 
paling utama, sehingga Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 
Tahun 2008 memerintahkan kepada Majelis Hakim yang 
menangani perkara yang sifatnya kontensius, agar 
memaksmalkan mediasi. 
2. Putusan yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak 
dapat diterima dan/atau ditolak, karena tidak dapat 
dibuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan. 
3. Putusan yang menyatakan bahwa perkara tersebut 
dikabulkan karena dalil-dalil gugatan dapat dibuktikan. 
Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu analisis yuridis ikrar talak jadi 
cukup membahas mengenai permohonan izin seorang suami untuk 
mengikrarkan talak kepada isterinya, maka produk yang dikeluarkan oleh 
Majelis Hakim pengadilan agama makasar adalah „Putusan‟ yang 
menyatakan Majelis Hakim memberikan izin kepada suami dan/atau 
pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap isterinya di depan 
persidangan pengadila agama Makassar. 
Tetapi dalam proses persidangan, setiap perkara perceraian yang 
disidangkan, hakim terlebih dahulu wajib melakukan upaya damai dengan 
menerapkan lembaga mediasi atau menghadirkan wakil (hakam) dari 
masing-masing pihak  untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan 
yang terjadi. Seperti dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 tantang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang 
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Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 
Tentang Perkawinan di menegaskan Bahwa : “Perceraian hanya dapat 
dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang 
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak.”  
Oleh karena itu, jika upaya perdamaian tidak berhasil di lakukan 
dan alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan benar-benar telah 
beralasan dan bersandar hukum, barulah gugatan cerai tersebut 
dikabulkan. Terhadap gugatan cerai talak yang diajukan suami. Akan 
tetapi, Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan 
talak terhadap isteri, harus terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak 
isteri sebagai akibat dari perceraian (cerai talak) tersebut. 
Hukum telah memerintahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili 
perkara tersebut untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
isterinya25. Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih tegas lagi 
disebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 
suami wajib memberikan kepada bekas isterinya berupa : (a) Mut‟ah yang 
layak berupa uang atau barang, (b) nafkah iddah yang meliputi nafkah, 
tempat tinggal (maskan) dan perlengkapan hidup (kiswah), (c) melunasi 
mahar yang belum lunas terbayar, (d) biaya hadhanah/biaya 
pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 
                                                         
25
 Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
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Dalam proses persidangan yakni cerai talak, isteri dan/atau 
termohon memang berhak untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) 
berupa berbagai tuntutan terhadap pemohon, dan apabila tuntutan 
tersebut ternyata semua dan/atau sebagian dari gugatan balik dikabulkan 
oleh Pengadilan, namun suami atau pemohon tidak mampu untuk 
memenuhinya, maka terkadang suami atau pemohon tidak akan datang 
lagi untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak. 
Pada saat terjadi hal seperti itu, maka persidangan akan ditunda 
selama 6 (enam) bulan (Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam) untuk 
memberikan kesempatan kepada pemohon untuk berupaya memenuhi 
gugatan balik tersebut, dan jika pemohon tidak datang juga setelah 
diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk memenuhi tuntutan 
tersebut, maka Majelis Hakim akan membuat Penetapan yang amarnya 
pada pokoknya berbunyi: „Hak suami untuk mengikrarkan talak telah 
dinyatakan gugur dan ikatan perkawinan secara hukum dinyatakan tetap 
kembali utuh seperti semula, artinya tidak terjadi perceraian. 
Dalam pengadilan agama Makassar sendiri telah ditetapkan bahwa 
apabila pemohon tidak dapat mengucapkan ikrar talak, setelah diberikan 
waktu 6 (enam) bulan oleh pihak Pengadilan maka produk yang 
dikeluarkan oleh Majelis Hakim adalah penetapan bahwa tidak 
berkekuatan hukumnya Putusan. Dengan demikian maka gugurlah 
kekuatan putusan tersebut (Putusan Pemberian izin untuk mengucapkan 
ikrar talak yang telah diberikan terdahulu dan menjadi dasar persidangan 
penyaksian ikrar talak). 
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Jadi akibat hukum putusan yang tidak dilanjutkan dengan 
pengucapan ikrar talak adalah putusan yang oleh hakim di pengadilan  
agama Makassar menganggap bahwa putusan tersebut tidak pernah ada 
dan perceraian tersebut di anggap tidak pernah terjadi, bahwa hubungan 
suami dan isteri tersebut menurut hukum tetap dianggap utuh kembali 
karena oleh pengadilan agama putusan tersebut dianggap tidak pernah 
terjadi.  
Dengan dasar hukum : 
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 
Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 66 sampai dengan Pasal 72. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18. 
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 129 sampai dengan Pasal 
131, dan Pasal 149 sampai dengan Pasal 152.  
 
B.  Alasan dan sebab tidak mengucapkan ikrar talak 
 Talak adalah permohonan cerai yang inisiatifnya diajukan oleh 
suami terhadap isterinya. Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
menjelaskan bahwa Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang. 
pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.   
  Dari penjelasan pengertian talak seperti yang disebutkan dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
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Hukum Islam (KHI), yaitu dikatakan bahwa talak hanya dapat dilakukan 
melalui proses tertentu seperti harus adanya permohonan dan dilakukan 
di depan sidang pengadilan berikut dengan kejelasan alasan-alasan yang 
cukup bahwa suami dan isteri tidak dapat hidup rukun kembali sebagai 
sepasang suami dan isteri.  
 Menurut Dr. H. Muh. Ridwan Latief, S.H.,M.H. sebagai hakim di 
pengadilan agama Makassar dari hasil wawancara yang penulis lakukan, 
ada beberapa alasan yang seringkali ditemukan dan yang menjadi sebab 
dan alasan pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di pengadilan agama 
Makassar, di antaranya : 
1. Suami isteri yang meskipun berdasarkan permohonan dari 
suami mengajukan permohonan yang bermaksud akan 
menjatuhkan talak terhadap isterinya, dan telah diproses di 
Pengadilan Agama akhirnya dijatuhkan putusan yang pada 
pokoknya memberikan izin kepada suami (pemohon) untuk 
menjatuhkan atau mengikrarkan talak terhadap isterinya, 
putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang 
memungkinkan pemohon atau suami untuk dibukakan sidang 
untuk sidang penyaksian ikrar talaknya, namun ternyata telah 
rujuk kembali. 
2. Pada proses persidangan, isteri atau termohon mengajukan 
gugatan balik (Rekonvensi) berupa berbagai tuntutan terhadap 
pemohon, dan ternyata semua dan atau sebagian tuntutan 
terhadap pemohon, dan ternyata semua dan/atau sebagian dari 
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gugatan balik tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, namun 
suami atau pemohon tidak mampu untuk memenuhinya, maka 
terkadang suami atau pemohon tidak datang lagi untuk 
menghadiri sidang penyaksian ikrar talak. 
3. Pada saat terjadi hal seperti poin 2 (dua) diatas tersebut, maka 
persidangan ditunda paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 131 
ayat (4) Kompilasi Hukum Islam) untuk memberikan 
kesempatan kepada pemohon untuk berupaya memenuhi 
gugatan balik tersebut, manakala pemohon tidak datang juga, 
dan setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut maka 
Majelis Hakim akan membuat Penetapan yang amarnya pada 
pokoknya berbunyi : „Hak suami untuk mengikrarkan talak telah 
dinyatakan gugur dan ikatan perkawinan secara hukum 
dinyatakan tetap kembali utuh seperti semula, artinya tidak 
terjadi perceraian atau perceraian tersebut dianggap tidak 
pernah ada. 
4. Dalam banyak kasus yang ditemukan di pengadilan agama 
Makassar dalam hal permohonan cerai talak, seorang suami 
(pemohon) yang telah berpindah Agama dari Islam berpinda ke 
Agama lain kemudian berkeinginan menceraikan isterinya dan 
karena perkawinannya dilangsungkan sesuai dengan 
Agamanya pada waktu itu, yakni Agama Islam sehingga 
penyelesaian perceriananya harus ke Pengadilan Agama. 
Maka pertimbangan Majelis Hakim bahwa pemohon telah 
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beralih agama, maka tidak boleh diberikan izin untuk 
mengucapkan ikrar talak, oleh karena secara hukum Islam 
perkawinan tersebut sudah dianggap Batal Demi Hukum 
(Fasakh), dengan kualitas talak yang dijatuhkan adalah talak 
Ba‟in.    
 Oleh karena alasan tidak diberikannya izin untuk mengucapkan 
ikrar talak itu dikarenakan alasan hukum yang benar, maka putusan yang 
dijatuhkan pun setelah berkekuatan hukum tetap, sama kekuatan 
hukumnya dengan produk peradilan lainnya, yang sifatnya mengikat para 
pihak yang berperkara. 
 Proses beracara seperti ini sudah sesuai dengan perkara di 
Pengadilan Agama Makassar. Seperti pada Pasal 54 Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menegaskan : 
“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam 
lingkungan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam 
Undang-undang ini. 
 Dengan berdasarkan pada Pasal tersebut diatas, maka proses 
beracara dan berperkara pun di Pengadilan Agama Makasar, telah 
bersandar pada standar sistem penyelesaian perkara. Dengan 
pemahaman bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan cerai talak, 
telah didasarkan pada sistem penyelesaian perkara yang ada. Masalah 
bagaimana produk hukum yang dihasilkan, semua tergantung kepada 
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bagaimana fakta yang ditemukan selama proses persidangan perkara 
tersebut berlangsung. 
 Jika dalam proses persidangan perkara tersebut telah sesuai 
dengan fakta yang ditemukan dan mengarah kepada pengabulan 
permohonan, maka diberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan 
talak terhadap termohon. Sebaliknya, jika fakta yang ditemukan 
dipersidangan terbukti telah beralih Agama ke Islam yang faktanya tidak 
memungkinkan untuk memberikan izin kepada orang yang beragama 
bukan Islam, maka secara hukum tidak akan diberikan izin untuk 
mengikrarkan talak, karena awal dari kata dalam pengucapan ikrar talak 
tersebut dimulai dengan membaca “Basmalah”, sementara orang yang 
tidak beragama Islam pasti tidak boleh membaca basmalah, dan apabila 
tidak mengucapkan basmalah maka ikrar talak yang di ucapkan itu 
dianggap menjadi tidak sah. Ini berarti hubungan suami isteri tersebut jika 
terbukti berpindah agama dari Islam secara otomatis perkawinan tesebut 
akan dianggap batal demi hukum.  
Dari hasil survei yang penulis lakukan dengan mewawancari 
Ardhayani Arja. SH yang merupakan salah satu pengawai di pengadilan 
agama Makassar yang mengatakan ada banyak kasus dalam putusan 
perceraian  yang karena murtad atau karena berpindah agama dari Islam 
dan perceraian yang tidak dilanjutkan dengan penyaksian ikrar talak 
karena suami dan/atau pemohon tidak mampu untuk memenuhi tuntutan 
isteri dan/atau termohon dalam waktu 6 (enam) bulan yang telah 
ditentukan oleh pengadilan agama yakni dalam perkara cerai talak. 
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Sehingga perkara tersebut menurut pengadilan agama Makassar 
dianggap tidak pernah ada. 
Ardhayani Arja. SH juga mengatakan pada tahun 2013 (dua ribu 
tiga belas) kasus perceraian karena murtad diperkirakan terdapat lebih 
dari 2 (dua) putusan yang di keluarkan oleh pengadilan agama Makassar 
sedangkan kasus yang tidak dilanjutkan dengan sidang penyaksian ikrar 
talak dalam setahun tidak dapat diperkirakan karena kasus ini dikatakan 
gugur.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Atas dasar uraian-uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab 
sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Produk permohonan cerai talak adalah penetapan namun dalam 
praktek di lingkungan peradilan Agama keputusannya dalam 
perkara cerai talak adalah „putusan‟ yang menyatakan Majelis 
Hakim memberikan izin kepada suami dan/atau pemohon untuk 
mengikrarkan talak terhadap pihak isteri dan/atau termohon di 
depan Sidang Pengadilan Agama setempat. 
2. Hal yang menggugurkan kekuatan putusan cerai talak 
digantungkan pada faktor ketidakhadiran suami dan/atau pemohon 
untuk melaksanakan pengucapan ikrar talak pada hari sidang yang 
telah ditentukan. Dihubungkan dengan jangka waktu 6 (enam) 
bulan. Jika Pengadilan Agama telah menetapkan hari sidang 
penyaksian ikrar talak, suami dan/atau pemohon atau wakilnya 
tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan hal 
itu sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan. Maka dengan 
sendirinya menurut hukum gugurlah kekuatan hukum putusan cerai 
talak tersebut. Putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk 
mengikat lagi kepada suami isteri dan juga mempunyai akibat 
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hukum terhadap perkawinan mereka yang artinya yaitu perkawinan 
mereka tetap utuh dan kembali seperti semula. 
3. Alasan dan sebab biasanya seseorang tidak mengucapkan ikrar 
talak dikarenakan suami dan isteri tersebut kembali bersama atau 
dinyatakan telah kembali rujuk, pihak suami dan/atau termohon 
tidak dapat memenuhi tuntutan pihak isteri dan/atau termohon 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maka perkawinan mereka akan 
tetap dianggap kembali utuh atau kembali bersama dikarenakan 
pihak suami dan/atau termohon tidak datang untuk melakukan 
pengucapan ikrar talak, Pihak suami dan/atau termohon berpindah 
agama dari islam (murtad) sehingga pihak termohon tidak dapat 
mengucapkan ikrar talak karena awal kata dari pembacaan ikrar 
talak adalah „Basmalah‟ dan orang yang tidak beragam Islam tidak 
dapat mengucapkan „Basmalah‟.   
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan sara-
saran sebagai berikut : 
1. Masalah pemenuhan tuntutan dari pihak suami dan/atau pemohon 
untuk memenuhi tuntutan dari pihak isteri dan/atau termohon 
seharusnya tidak menjadikan halangan bagi pihak suami dan/atau 
pemohon untuk menceraikan isterinya Karena ini akan mempersulit 
pihak pemohon dalam memenuhi tuntutan isteri untuk 
menceraikannya. 
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2. Dalam pemberian waktu yaitu 6 (enam) bulan untuk memenuhi 
tuntutan pihak isteri dan/atau termohon diharapkan Majelis Hakim 
memberikan kelonggaran waktu untuk memenuhi tuntutan pihak 
isteri dan/atau termohon agar dapat memenuhi tuntutan pihak isteri 
dan/atau termohon 
3. Meskipun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 
116 huruf (h) namun sebaiknya jika Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur tentang perceraian 
yang disebabkan oleh salah satu pihak murtad. Karena dalam 
Undang-undang ini hanya mengatur dan menggolongkan putusnya 
perkawinan karena 3 (tiga) hal yaitu karena perceraian, karena 
kematian, karena putusan pengadilan. Hal ini mengakibatkan 
alasan perceraian karena murtad hanya akan menjadikan alasan 
oleh sepasang suami dan isteri untuk bercerai dan merupakan 
alasan suami atau pemohon untuk tidak mengucapkan ikrar talak di 
hadapan sidang pengadilan. 
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